GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR :121 /KPTS/VII/ 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIL
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWA] NEGERI
SIFIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS] SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan
Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan
beban kerja, tempat bertugas, kondist kena,
kelangkaan profesi, presiasi kerja, dan/atan
pertimbangan objcktil lainnya,

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka 1 sub
anghka 2 sub huruf a, sub huruf b, sub huruf d, sub
huruf e dan sub huruf e Lampiran Keputusan
Mentern Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287
Tahun 2024 tentang Tata Cara Persctujuan Menterd
Dalam Negen terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daecrah, Kriteria Tambahan
Fenghasilan Pegawal Aparatur Sipil Negara, dalam
melaksanakan tugasnva Pegawai di  lingkungan
Pemerintah Daerah dapatl diberikan Tambahan
Penghasilan Tambahan yaitu berdasarkan prestasi
kerja, beban  kerja, kondisi kerja, kelangkaan
profesi dan pertimbangan objektif lainnya:

c. bahwa Tambahan Penghasilan Pepawm Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeni Sipil di Lingkungan
Pemeriniah Provinsi Sumatera Selatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hural b,
dapat dibayarkan mulai bulan Januari sSampai
dengan bulan Desember Tahun berkenaan dengan
perhitungan pembayaran yang ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;



Mengngat

bahwn  berdasarkan  pertimbangan  sebapsiminng

dimaksud dadam harad o, huraf b dan hural

pecl menetapkan  Keputusan Ouabeoar teit A
Pemberinn Tambahan Penghasilan kepadn Pegrwal
Negeri Sipil dan Calon Pegawni Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatern Selatan;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nemaor 5587)
sehagaimana telah  beberapa Kali diubah, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026
tenitang  Penyvesunian  Pidana (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2026 Momor 1,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesian
Nomor 7153);

Undang Undang Nomor 9 Tabhun 2023 tentang
Provinsi  Sumatera  Selamn  (Lembaran Negara
Republik  Indenesia Tahun 2023 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negaran Republik  Indonesia
MNomor HROS5],

. Peraturan Pemerintah Namaor 12 Tahun 2019

tentung Pengeloloan Keuangan Daerah (Lembaran
Megarn Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor G233);

Poraturan Menten Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman  Tekns Pengelalaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2025 tentang Pedoman  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran

2026 (Benta Negara Republik Indonesia Tuhun g
2025 Nomor T27),



Menetapkan
KESATU

KEDLTA

fa

7.

9
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heputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 900,01 3.4
1287 Tahun 2024 tentang Tata Carm Persctu)uan
Mentert Dialam Negeri  Terhadap Tambahan
Penghasilan  Pegawni  Aparatur  Sipil Negoara ol
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 leniang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinasi Sumatera Selatan (Lembaran Dacrah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14
schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1| Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan  (Lembaran Daerah  Provins Sumatera
Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor b Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Daerah
Provingi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6],

Peratuvran  Gubemur Nomeor 60 Tahun 2020
tentang Nomenklatur, Kelas dan Nila Jabatan i
Lingkungan Pemenntah Provins: Sumalera Selatan
{(Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2020 Nomor 60) sebagaimana telah divubah dengan
Peraturan QGubernur Nomor 23 Tahun 2024
lentang Perubahan atas Peraturan Gubermnuar
Nomaor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas
dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Provins: Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 23):

10 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan
Calon Pegawai Negen Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provins: Sumaiera Selatan  (Berita

Daerah Provinet Sumatern Selatan Tahun 2025
Naomor 3),

MEMUTLISKAN

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawan Negerd Sipil da
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Pemberian Tambahan Penghaslan kepada Pegawm

Megeri  Sipil dan  Calon  Pepawa

sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu ¥
terdin dari:

Negernn  Sipal



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

n. Frostoas Kerjn;

b. Beban Kerja,

. Kondisi Kerja; dan

d. Pertumbangan Objektl Lannya.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan
Crubernur ind

. Pemberian  Tambahan  Penghasilan  berdasar kan

Prestasi Kerja kepada Pegawali Negen Sipil dan Calon

Pepawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

Dikitum Kedua dapat dibayarkan setelah berakhirnya

bulan berjalan dengan memperhatikoan:

a. tingkat produktivitas kerja sebesar 60% (enam
puluh persen), dan

b, tingkat kedisiplinan berdasarkan tungkat
kehadiran sebesar 40% (empat puluh persen)

. Pemberian  Tambahan Penghasilan  berdasarkan

Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Siml dan Calon
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan produktivitas kerjo
sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga hurul a,
wajib dilengkapi laporan penilaian kinerja bulanan
yang didapat dar Aplikasi E-Kinerja dinkomodir oleh
Sub Bagian Pengelola Keuangan dan diketahum aleh
Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerjn
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l Keputusan
Ciubernur im

Pengurangan  terhadap Tambahan  Penghasilan
berdasarkan Prestasi Keria kepada Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawm Negen Sipil berdasarkan
disiplin kerja sebagmimana dimaksud pada Diktum
Ketiga huruf b, dikecualikan apalnla dalam keadaan:

a.melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor
pada jam kerja yang disetujui dan diketahui oleh
Alpsan Langsung, dan

b. Pegawal Negeri Sipil dan Calon Pegawail Neger Sipil
bekerja penuh tetapn tidak melakukan presensi
pada saat masuk jam kerja atau pulang kerja
melalui  presensi elektronik, diberikan tolerans:
sebanvak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan
membuat Surat Permyataan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l Keputusan g
Gubernur ini



KEENAM : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban
Kerja kepada Pegawai Negen Sipil dan Calon Pegawal
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kedua hurufl b, melampaui Beban Kera normal
minimal 112,5 jam/bulan [seratus dua belas jam
koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal
minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam per
bulan).

KETUJUH : Ketentuan  lebih  lanjut  pemberian  Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipal
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KEDELAPAN : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objekufl Lainnya sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kedua diberikan sepanjang
diamanatkan oleh peraturen perundang-undangan

dan alokasi TPP sesuai kemampuan keuangan daerah
dan karakteristik daerah.

KESEMBILAN  : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan
Prestasi Kerja, Beban Kerja dan Kondisi  kerja
diberikan sesuai kemampuan keuangan dacrah
dengan mempertimbangkan arzas kepatutan dan
kewajaran berdasarkan Kelas Jabatan
a. Jabatan Manajerial /Strukiural adalah sekelompok

jabatan wyang memiliki fungsi memimpin unit
Organisas: dan memiliki pegawai vang
berkedudukan langsung di  bawahnya untuk
mencapal fujuan organisas:;

b. Jabatan Nonmanajerial f Fungsional adalah
sekelompok jabatan vang mengutamakan
kompetensi yvang bersifat teknis sesuai bidangnva
dan tdak memiliki tanggung jawab langsung dalam
mengelola dan mengawasi Kinerja pegawail;

. Jabalan Pelaksana adalah sekelompok jabatan vang
berisi Mungsi dan tugas pelaksanaan kegatan
pelayanan publik serta adminisirasi pemerintahan
dan pembangunan.

KESEPULUH : Besaran persentase Tambahan Penghasilan

scbagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sesua g
dengan kemampuan keuangan daerah :



s

W Dasar perhitungan Basic TPP yang diguanakan

dalam penetapan besaran persentase duuantil darl
Hamec TPP Tahun 2026,

b. perhitungan prestasi kerja seluruh  Peranghkal
Duerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut

1. Jabatan Pimpinan Tingg Madya ditetapkan
paling lingm 154% (seratus lima puluh empal

persen) dari basic TPP,

2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator
dan Pengawas ditetapkan paling tngg 127%
{seratus dua puluh tujuh persen) dari basic TPP,
dan

A Jabatan Fungsional ditetapkan paling tingg 99%
fsembilan  puluh  sembilan persen] kecuali
Fungsional Ahli Pertama ditetapkan paling Ungg
111% (seratus sebelas persen) dan basic TPP.

4. Jabatan Pelaksana (kelas 56 dan 7] ditetapkan
123% (seratus dua puluh tuga persen| dan (kelas
1,2,3 dan 4) ditetapkan 127% (seratus dua
puluh tujuh persen) dari basic TPP.

c. perhitungan presiasi  kerja  Inspektorat Daesrah
diatur dengan ketentuan sebagai berikut

1. Jabatan Punpinan Tangsi Pratama,
Administrator, Pengawas  dan Pelaksans
ditetapkan paling tngegi 125% [seratus dua
puluh lima persen) dan basic TPP; dan

2. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tngg
106% (seratus enam persen) kecuali Fungsional
Ahli Pertama ditetapkan paling tmgg 115%
{seratus lima belas persen| dan basic TPP;

d. perhitungan beban kerja sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Gubernur im datuar
dengan ketentuan sebagai berilout

1 Jabatan Pmpmman Tinggn Madya ditetapkan
paling tinggi 77% (tujuh puluh tuyyuh persen)
dari basic TPP;

2 Jabatan Pimpinan Tings Pratama,
Administrator, FPengawas dan Prlaksana
ditetapkan paling ttngg 7% (tujuh pulub tuyuh
persen) dari basic TPP; dan

3. Jabatan Fungsional ditetapkan paling tingg
58% (lima puluh delapan persen) dari basic TPP
kecuali Fungsional Ahli Pertama ditetapkan
paling tingel 65% (scnam puluh delapan persen)ia
dari basic TPP.



KESERELAS

¢ pevhiltungan el et jn {hrvmpaehe besr | T amhif
it dengan ketentusn sabagal beriiol

| Jabwatan Finipinan T Fratunid,

Administrator, 1w iguwas ilian Do bin b min 2

ditetaphonn puling tinggl B2% [delapai puluh dus
perwen) dari basic TP,

2. Jubatan Fungeional ditetapkan paling tingg 63%
feriam puluh tign persen) dar basc TP kecunli
Fungsional Ahli Pertiuma ditetupkan paling tings
75% (tujuh pulub lima persen) dan basic TP

[ perhitungan kondist kerjn sebagaimana tercantam
dalam Lampiran Keputusan CGubernur ini diatur
dengan Ketentuan sebagal beriliut

1. Jabatun Pimpinan Tingg Pratama, Adoinistrator
dan  Pengawns  ditctapknn  paling  tingg  44%
(empat pulul empal persen) dorl base TP,

2 Jdabatan Fungsional ditetapkan paling tngg 37%
(tigm puluh tajuh persen) dart basic TP, dan

3. Jabatan Pelaksana (Kelus 5, 6 dan 7) ditetapkan
paling tinggi 9% (tiga pulub sembilan persen]
dan  Jabatan  Pelaksana  (Kelas 1 dan 3)
ditetapkan paling tunggi 48% (empat puluh
delapan porsen) dan hasc THP.

Pemberian Tambaluan Prar gl silan beerdannr knn
Prestns) Kerju, Beban Kerja dan Kondisi  Kerja
sebagaimana dimaksud pada [Diktum  Keenam
diberikan atas tugas dan tanggung javwab  sebegga
Pegawnt di Lingkungan Pemerintah Provinsl Sumatera
BSelatan  dalam  pekerjaannya dengan  ketentuan
webingnl beriloat

a untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dibavarkan
schenar BO% (delapan puluh persen) dan nominal
TPP Pegawn Negeni Sipd untuk setiap kelas jabatan
terhitung mulai tanggal Surat Pernyalann
Menjalankan Tugas sampai dengan terbitnva
Keputusan Pengangkatan darn CPNS memyadi PNS,

b untuk Pegawws Neger Sipl pindahan/mutas: dari
luar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yvang
baru ditempatkan di Perangkat Daerah Provinsi
Sumatern Selatan milal dibayarkan setelab 1| (satu)
tahun melaksanakan tugas kecunlh pade jubatan 2
strukiural,



KEDUA BELAS

KETIGA BELAS

M

C pegawal Vang mengalam: mutasi  antar jabnatan

dan/atau lintas jabatan manajerial dan  non

manajetial diberikan TPP dengan ketentuan sebagni
berikut :

1. sesuai jabatan dan kelas jabatan yang baru jika

surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan
sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan
berkenaan; dan

sesual jJabatan dan kelas jabatan yang lama jika
sural perintah melaksanakan tugas ditetapkan
sejak tanggal 15 (ima belas) dan seterusnva

pada bulan berkenaan
- pegawar  yang diperbantukan /diperkerjakan vang
statusnya pada instans) lamn atau pegawal iNstans
lain yang  diperbantukan/dipekerjakan pada
Perangkat Daerah Provinsi Sumsel tidak diberikan
tambahan penghasilan kecuali yang menduduki

jabatan  struktural denpgan  ketentuan tidak
dibavarkan pada instansi asal,

Pegawal vang sering meninggalkan tugas dan/atau
meninggalkan tempat kena di luar tugas kedinasan
melebihi perhitungan 3 (uga) han kerja secara
akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagan/
Kepala Bidang atau Kepala Perangkat Daerah
berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan
penghasilan pada bulan yang berkenaan; dan

Pegawal negeri sipil dan calon pegawai negeri aipil
wajibh  meclakukan presensi  elektronik kecuali
melampirkan surat tugas dan jadwal kegiatan.

- Sclain Tambahan Penghasilun sebagaimana dimaksud

pada Diktum HKesatu, Pegawai Negeri Sipill dan Calon
Pegawal Negeri Sipil termasuk Guru SMA/SMK, SLR
dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera  Selatan dapat diberikan  Tambahan
Penghasilan berupa natura, dengan besaran sebagni
berikut:

1. Golongan IV sebesar Rp.149 400,

2. Golongan 1Tl sebesar Rp. 133 700,-

3. Golongan [ dan 1l sebesar Rp. 127.000,

: Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerin,

Beban Kerja dan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negen
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesembilan dapat dikurangi,
dengan tata  cara penghitungan schagalmana

tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubemur i
1T,
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KEEMPAT BELAS : Segala hiaya vyang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Gubernur ini
cdibebankan pada Anggaran Pendapatan  dan
Belanjs Daerah Dokumen Pelaksanaamn Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Dacrah (DPA-SKPD)
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA BELAS : Pemberian Tambahan Penghasilan  kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
terhitung mulai Bulan Januari 2026,

KEENAM BELAS - Pada saat HKeputusan Gubernur ini mulai
berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 16/KPTS/
VII/2025  tentang  Pembernan Tambahen
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlala.

KETUJUH BELAS - Keputusan Gubernur ini mulai berlalu pada
tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
segala sesuatunya akan diubah dan diperbaild
kembali  sebagaimana mestinya apabila di
kemudian hari ternyata terdspat kekeliruanjg
dalam Keputusan Gubernur ini.

 di Palembang
Al 1% Feartart 2026

" HERMAN DERU

Tembrusan:

1. Imspektur Proving Sumatern Selatan di Palembang

2 Kepala BPKAD Provinst Sumatera Selatan di Palembang

3 Kepala BAPPEDA Provinsl Sumatern Selatan di Palembang

4 Kepola BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

& Kepnla Dinae Kemunikas dan [nformatika Provina Sumatera Setatan di Palembang
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN CUBERNUR S1UMATERA SELATAN (1]
NOMOR 121 /KPTS VI 2026
TANGOAL 19 FERRUARI 2026
AESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

KEPADA PEG
PIL IM LING

AWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PECOAWAL NEGIKR]

KUNGAN PEMERINTAH PROVINS]I SUMATERA SELATAN

n. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pe
Ry gawa Neger Siptl di Linglkungan Pemenntah
Provins: Sumsel berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja
No Kelag
Jabatan Urainn Besaran TPP (Rp)

1 | Pimpinan  Tingm Madya Sekretans
1 7  |Deeah R

_ Pimpinan Tingg Pratama © Asisten Sekda,

* 1 15 ' Kaban/ Kadis/ Selowan / Kasat, Kepala 19,740,000
— | Pelaksana BPBD P W
P = | Pimpinan  Tingg  Pratima Swaf  Ahli
| 3 14 Giubernur, Kepala Biro, Direktur RSUD 15.028.000
bk | Sit Fatimah /RS Ernaldi Bahar I
] ‘.‘*T. 14 | Pungsional JenjungUtama | 12.000.000

5 ] Wakil Direktur : RSUD Siti Fatimah,/RS .
1> 1% lemedipaber | 13487000 |
L6 L 13 | Fungsional Jenjang Utama I L

: | Administrator Kepala Badan

T I 12 | Penghubung /Sekretaris /Kabag 100, 7H4 000
P (O 1| R R e L BRSNS
8 12 | FungsionalJenjang Madya RB.600.000

| Admunustrator - Kabid, K DPRD dan
9 11 | RSUD, Kepala UPTD, Kepala UPTPR Tipe 8.338.000
- — _ IR SE— .
o] 11 Fungsional Jenjang Madys 6.700.000 |
U] 00 | Fungsional Jenjang Muda | 5.800.000 |
[ | Pengawas : Kasubbag/Kasublnd, Kasi,
12 ® | Kepala UPTPB Tipe B s
13 ] 9 | Fungsienal Jenjang Muda 2076000
14, B | Pengawas : Kusubbag/Kasubbid dan Kasi | 5070000
15 8 | Funguional Jenjang Pertama ~ 4.550.000 |
{ ' ' Pelaksana dan  Fungsonal  jenjang
ot Lanjutan/Mahir s Il I
17 | @ !,';:i:f;;:ﬁ dan  Fungsional jenjang| 5 gug 000
18| 5 | Pelaksana dan Fungional jenjang Pemula | 3240000
0 2 . | Pengemuds Ambulan .
(20 | 3 | Pengemuds/Petugas Keamanan | 586000
[ 2] | P - : i
=8 e e =
22 | ) .;:nbaun I:In;:_mu Kebersihan, Pramu Bakri 1 D38.000

ratatan " engha ru e su dinletioen e Gewah ¢



NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN Il - KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ja
. 121 /KPTS/VI/2026
. 19 FEBRUARI 2026

FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA BULANAN

No “:,‘;ﬁ‘; Jabatan | Hasil Kerja | Perilaku Kerja Hasil Akhir
| i Sk Sl A : Sangat
| Diatas/Sesuni | Diatas/Sesuai Baik/Baik/Butuh
1. /Dibawah /Dibawah Perbaikan, Kurang/
Ekspeklasi Elkspektasi Sangat Kurang
= p ; Sangat
Diatas/Sesuai | Diatas/ Sesual Baik/Baik/Butuh
2 | dat dst JDibawah / Dibawah Perbaikan /Kurang/
Ekspektasi Ekspektasi Sangat Kurang




'

TnMHFEIH}ﬁH PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA
“GAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGIERT SIPIL

LAMPIRAN i1 - REPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN o
NOMOR 121/ KPTS/ Vilj 2026
TANGGAL 10 FERRUART 2026

FORMAT 1
KOP DINAS
SURAT 1ZIN KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
Yang, bertandn tangan di bawah ini.
MNaarrim
NIP
Pangkat/ Gol Ruang
Jabatoar
Unit Kena
Dengan ini mengajulan izin keluar kantor untuk keperuan .. . . ... pada jam kerja

mulii pakul ... WiBad.  WIB

Dermikian surat pernyataan ind dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

Palembang,
Dhsetugud
Atnsan Langsung Yang Mengapakan,
NIP NIP

Mengetalhu
Atasan Pejabat Langsung,



FORMAT 3
KO DINAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Maitin

KIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Jialueatan

Ut Kerja

Dengnn i menyatakan bahwa pada bari . Langgal . saye Udak melakukan presensi

pla sant masuk gam kerja wlau pulang kerja melalul  presensi elekbronil karena

Demidaan surml pernyataan i dibuat dengan seaunggubnya untuk dapat dipergunnkan
schagal bahan pertimbangan kehadiran dalam tupas Doan says berjangi tidak nhean | g
mengulanginys dan menjalankan presensl sesusl ketentuan jam kerja.

Palembang, .. .
Mengetahu
Atuxan Langsung Yang Menyatakun
NP NIP
Naote -

*l Burat pernyataan un berlaku | kal dalam | bulan



LAMPIRAN IV | KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERASELATAN
NOMOR - 121 /KPTS/VI/ 2026
TANGOAL 19 FEBRUARI 2026

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAIL

a Tata Cara Penghitungan !

]

[#1]

Tambahan Penghasilan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan
dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan laporan kinerja  bulanan
Pegawan.
Pembayaran Tambahan Penghasilan  dilakukan dengan mekanisme
Pembayaran Langsung [LS) ke rekemng hank CPNS dan PNS sesuai dengan
Pernturan Perundang-Undangan.
Har Kenja adalah 5 hari kerja dalam seminggu
Jam Kema efektif CPNS dan PNS dalam satu minggu adalah 37,5 jam dan
ditctapkan scbaga: berikut:
a) Senin s.d Kamis * Pukul 07 30-16.00 WIB

waktu iatirahat 12.00 - 13.00 WIB
bl Jumat Pukul 07 30-16.30 WIB

waldtu istirahat 11.30 - 13.00 WIH
¢l untuk jam kerja dibulan Ramadhan menyesumkan dengan ketentuan

vang berlaku,

Rekapitulas: kehadiran elekironi dan laporan kinerja bulanan akan menjadi
dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan disertai data
pendukung lunnya.
Rekapitulasi kehadiran elektronik dan laporan kinerja bulanan akan menjadi
dasar dalam penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan
Prestasi Kerfja, discrtal data pendukung lainnya

b. Tats Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawal berdasarkan Prestasi
Eerja
Penghitungan pembayaran tambahan penghasilan sesual dengan produlktivitas
kerja 60% dan penilaian disiplin kerja 40%.

]

Penilaian produktivitas kerja sehesar 60% dilakukan berdasarkan.

a] Pelaksanaan tugas,

b} Penilajan dari pejabat penila terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawal
yvang dipimpinnys,

c} CPNS dan PNS wajib menginput Rencana Aksi melalui Aplikasi E-Kinerja
dan dinilai oleh atasan langsung

d) Atasan langsung wapb melakukan penilman pade bowshannys, apabila
atasan langsung dengan sengaja/lalal tidak melakukan penilaan maka
pemberian TPP atasan akan dikurangi 10% (sepuluh persen) dan
produktivitas  kerja, kecuali apabila bawahannya tidak melakukan
pengisan.

el Laporan kinerja bulanan dilaporkan paling lambat pada tanggal 4 ([empat)
bulan benkutnya pukul 23,59 WIB.

| Rekapitulasi penilaian SKFP bulanan dari aplikasi E-Kinerja akan
disampaikan kepada BPKAD sebagai dasar Pembavaran TPP Prestasi e
Kerja dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah.



gl Apahila terjndi kendaln teknis fmaintenance) padn Apliiasl K-Rineria.
maka rekapitulas: perulalan SKP bulanon e imarm il alehy Peesngghad
Dacrah masing-masing secarn mariinal oprailn KAL ditembunknn ke

BKD.

h] Besaran nilai predikat kinerja pegawal

1) sangat baik dan baik mendapatkan nilal produkiivit
2) butuh perbamban mendapatkan nilma produkiivitas ke
3 kurang mendapatkan nila produltivitas kerjin B5%

4) sangat kurang mendapatkan nilal produkiivitas kerjn B0

5) nilai predikat kinerja pada bulan berilutnye masih wangat  kurang

maka mendapatkan nilai produktivitas kerja 30%
) yang tidak memiliks predikat kinerja mendapatkan nilul procukivitan

kerja (M
Penilaian kehadiran dan/ata diniphin kerjn  mebesar  40% bkl

berdasarkan:
@) Pegawai yang hdak musuk kerjp p
pengurangan tambahan penghasilan

1. Sebeaur 3% (tiga persen) untuk tap |

an lerjan [OO%
VTR

ada bulan berjnlan, muka diberikan

(watus) hari ticuk maniik boerji,

dan
2. Paling banyak sebesar 100% (sernius persen| untuk tap 1 (et}
bulan ticdak masuk kerja
minka

Aambat masuk kerjn padn bulan berjaingn,

b} Pegawal yang te
an sebagni berthut:

diberikon pengurangan tambahan penghosil

— .
| KETERLAMBATAN . PEREENTASE
Ry | A A | PENQURANGAN
TL | 1 menit 8.d < 31 menit . 0,5%
TL 2 31 memit wd = 61 menit = 1"
__TL3 |61 menit a.d < %1 menit |, 25%
2 91 menit dan atau tdek
TL 4 mengisi  daftar  hadir 1,.5%
e | masuk kerja {
lan Derjolan,

¢} Pegawai yang pulang kera sebelum wakiunya pada bu
diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan sebagal herikut

PULANG SEBELUM é;I?EAHT ﬂ”ﬂ‘é’é‘éﬁ,ﬂm PERSENTASE
wag‘rit{ (PSW) & S ACTURYA PENCGURANGAN
_PsW 1 |1 menit s.d =31 menit 0, 5%
. PSW 2 31 menits.d < 61 menit | 1%
PSW 3 b1 menit 8.d < 91 menit _1,35%
(2 91 menit dan atau tdak
PEW 4 mengisi  daftar  hadir 1,5%
- | pulang kantor e
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c E:ﬂm Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawsi berdasarkan Heban

L Untuk dasar pembavaran kriteria Beban Kerja mengacu pada perhitungan

Seban melahu aplkasi simona Kemendagn vang dituangkan dalam Lamprran
Keputusan ini.

2 Untuk Kriteria Beban Keria

a] <1330 Jam/Tahur - Tidak Mendapatkan Knteria Beban Kena (<1125

«am; Bulan)

bj 1350 sd. 1407 Jam/Tahun . Max 25% (»112,5 s.d. 117,2 Jam/Bulan|
¢} 1408 sd 1464 Jam/Tahun : Max 50% (117,32 s.d. 122 Jam/Bulan|
di 1465 sd 1525 Jam/Tahun - Max 75% (122,08 s.d. 127 Jam/Bulan)
e] >1525 Jam/Tahun * Max 100% (>127 Jam /Bulan)

d Tata Cara Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi
Kemya
1 TPP Kondisi Kerja diberikan kepada SATPOL-PP dan Badan Penghubung,

dengan ketentuan:

2] Dalam hal Resiko Keselamatan Kera
a Tingkat Resiko Tingg (Max 100%)
b, Tingkat Cukup Beresiko (Max 75%)
¢ Tingkat Resiko Rendah [Max 50°%)

b TPP berdasarkan Kondisi Kena scbagaimana dimaksud pada angka !
akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur terkait Tingkat Resiko
Kearlamatan Kena.

. ketentuan Lain-lain :

1.

Pembavaran TPP kepada Calon Pegawai Negen Siml dibavarkan sesuai
dengan jabatan yang tercanium pada surat Kepurusan penganghkatan sebagai
Calon Fegawai Negen Sipildilingkungan Pemernntah Provinst Sumatera
Selatan,

Pembayaran TPP kepada Calon Pegawm: Negen Sipil dibavarkan terhitung
mulss tanggal surat permyvataan melaksanakan rugas;

Pembavaran TPFP kepada Calon Pegawai Negen Sipil formasi jabatan
pelaksana dan/atau fungsional dibavarkan sebesar 80% (deiapan puluh
persen| dan nila TPP kelas jabatannya sampa: dengan terbitnve keputusan
pengangkatan dan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipl;
Dalam hal setelah terbitnva keputusan belum ditetapkan kclas jabatan
dan/atau tdak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP
PNS dan CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilsi TPP PNS
dan CPNS kelas jabatan terendah sesuar Jenis Jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan;
Setiap pegawal Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negen Sipil :
a) yang tidak mmgllunnpﬂpudnﬁcninpngidmumpdnhuihﬂja
dikenakan pengurangan TPP pegawai sebesar 2% (dua persen] dariig
penilman disiplin kerja; dan
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b) yang udak melaporkan Laparan
(LHKPN) dan

Tuntutan Gantj

Harua [‘:Eh'.ﬂ.}lm Penjr:]tnmm N'i-‘ml.l'l
belum menyclesatkan Tuntutan Perbendaharaan dan
dikenakes mmn;mﬂgf‘mﬁ:’] scsual dengan ketentuan i.c&eriﬂ-ku.aknn

Jis *sar 10 % (sepuluh persen) dan penilaian disiplin

Dalam hal PEgawal Calon Pegawai Negen Sipt]l dan Calon Pegawan: Negert Sipl

hdak mengikuti ape pada Semin pagi dan upacara pada hari kerja karena

alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan
dokumen pendukung,

Apabila ada pegawai vang tidak melakukan presensi letapi vang

bersangkutan memang bekerja penuh, maka yang bersangkutan melalui

atasan langsung membuat surat pernvataan paling banyak 1 [satu] kak
dalam 1 (satu) bulan;
Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai

Negeri Sipil

a) Cuti tahunan;

b} Cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan

e} Cutl salkit < 14 har kerja dalam 1 tahun

Tambahan Penghasilan tdak dibayarkan kepada PNS dan Calon Pegawai

Negen Sipil vang:

i) Tidak masuk kena tanpa keterangan;

b) izin;

o) Cufl di huar tangpungan Negara,

d) Tugas belajar yang memnggalkan tugas;

2] Masa Persiapan Pensiun;

fi Cuti Besar dan cuti alasan pentng,

gl Cuti sakit > 14 han dalam 1 tahun, dan

h) Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya

Untuk angka 9 huruf [, g dan h yang tidak diambil penubh pada bulan

berjalan, dapat dibayarkan dengan ketentuan :

a Dilakukan pengurangan scbesar 1% (satu persén] dan penilaian
kedisiplinan untuk setiap 1 [satu) han bdak masuk kerja;

b. Pada penilaian produktivitas kenja dibayarkan 350% jika kehadiran 25%
sampai 50% pada bulan berjalan dan dibayvarkan 100% jika kehadiran
pada bulan berjalan |ebih dar 50%, dengan tetap mengis: pemilaian
kinerja

Bag: PNS yang wafal sampal dengan tanggal 15 bulan berjalan dibayarkan
TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dan PNS yang wafat setelah tanggal 15
pada bulan berjalan dibayarkan TPF scbesar 100% {seratus persen)

Pegawai vang telah terpenuhi daftar hadir namun tidak berada di tempat
pada saat jam kena, maka dapat dibatalkan kehadirannva kecuali ada surat
keterangan zn keluar dan atasan langsung,

Pembayaran Tambahan Penghasilan bag Pegawar Negen Siml dan Calon
Pegawal Negen Sipil dengan memperhatikan ketersediaan anggaran

. Kehadiran Pegawa Negen Sipidl dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan

menggunakan presensi elektronik untuk pembayvaran penghasilan pegawa
vang berfungsi sebagal daftar hadir masuk dan pulang kerja di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
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Apabila presensi elektronik mengalam kerdala leknis, muks diberikan

toleransi melakukan presens dan laporan kehadwan secara manunl paling
lama 1 (satu} bulan.

Apabila ade 1ugas langsung dan atasan yang bersifat khusus yang berakibat

tidak dapat melakukan presens: masuk dan/etau pulang kerja, maks yang

bersangkutan dianggap hadir dengan melampirkan surat permyataan atau
surat tugas dan atasan;

Ketentuan mengenan TPP vaiu:

a] Pejabat yvang merangkap schaga Penjabal Kepala Darrah, menenma TPP
sebesar 80% delapan puluh persen) pada jabatan defenitifova,

bl Pejabat vang merangkap scbagai Prlaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana
Harian (Plh) atan Penjabat pada jabatan setungkat diatasnya, langsung
atan tidak langsung, menenma TPP tambahan 20% {dua puluh persen)
dan TPP pada jabatan yang dirangkapnya,

¢] Prinbat yang merangkap schagai Pit atau Plh atau Penjabatl pada jabatan
selingkal mensrima TPP vang lebth tingg, ditambah 20% (dua puluh
persen) dari TPP vang lebih rendah pada juobatan defenitil atau jabatan
yvang dirangkapnya,

d] Pejubat vang merangkap sebagm Pl atau Plh atau Peryabat pada jabatan
setingkat letih rendah langsung atau bdak langsung, hanya menerima
TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan

¢) TPP pegawni tambahan bag pegawa vang merangkap schagail Pit atau Plh
atau Pergabat dibavarkan terhitung mula tanggal menjabat scbaga Pltyo
atau Plh atau Penjabat
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